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Abstract

This research examines the challenges and opportunities for indirect tax revenue in the digital economy era. The
digital economy has transformed the tax landscape by creating new business models that are not covered in
conventional taxation systems. Key challenges include: determining tax jurisdiction in cross-border transactions,
complexity of peer-to-peer transactions, difficulties in classifying digital products and services, transaction
anonymity, and limitations in tax authority capacity. Through a comprehensive literature review, this research
analyzes factors affecting indirect tax revenue such as Value Added Tax (VAT) and Goods and Services Tax (GST).
Despite facing significant challenges, the digital economy also offers opportunities to improve tax collection
effectiveness through technology utilization. Big data analytics, electronic invoicing, real-time reporting systems,
blockchain technology, and international cooperation have the potential to strengthen tax administration, increase
compliance, and reduce tax avoidance. This research identifies that success in increasing indirect tax revenue
depends on the ability of tax authorities to adapt to the dynamic digital environment, adopt technology-based
approaches, and engage in cross-border collaboration. These findings have important implications for developing
effective tax policies in facing ongoing digital transformation.
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam era ekonomi digital.
Ekonomi digital telah mentransformasi lanskap perpajakan dengan menciptakan model bisnis baru yang tidak
tercakup dalam sistem perpajakan konvensional. Tantangan utama meliputi: penentuan yurisdiksi pajak dalam
transaksi lintas batas, kompleksitas transaksi peer-to-peer, kesulitan klasifikasi produk dan layanan digital,
anonimitas transaksi, serta keterbatasan kapasitas otoritas pajak. Melalui tinjauan literatur komprehensif,
penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung seperti Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Goods and Services Tax (GST). Meskipun menghadapi tantangan signifikan,
ekonomi digital juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui
pemanfaatan teknologi. Analisis big data, faktur elektronik, sistem pelaporan real-time, teknologi blockchain, dan
kerjasama internasional berpotensi memperkuat administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi
penghindaran pajak. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak
tidak langsung bergantung pada kemampuan otoritas pajak untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang
dinamis, mengadopsi pendekatan berbasis teknologi, dan terlibat dalam kolaborasi lintas batas. Temuan ini
memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang efektif dalam menghadapi transformasi
digital berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi digital, Kepatuhan pajak, Pajak tidak langsung, Teknologi perpajakan

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara bisnis beroperasi,
menciptakan peluang dan tantangan baru bagi pemerintah dalam memungut pajak. Ekonomi
digital telah memunculkan model-model bisnis baru, seperti e-commerce dan pasar digital,
yang telah mengubah cara barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.
Meskipun perubahan ini telah membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi
ekonomi dan pilihan konsumen, perubahan ini juga menghadirkan tantangan signifikan bagi
pemerintah dalam memungut pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
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Goods and Services Tax (GST). Pajak tidak langsung merupakan sumber pendapatan penting
bagi pemerintah, yang menyumbang sebagian besar dari total pendapatan pajak mereka.
Namun, ekonomi digital telah mempersulit pemerintah dalam mengumpulkan pajak tidak
langsung, karena kompleksitas transaksi digital dan kurangnya kehadiran fisik bisnis.

Penerimaan pajak tidak langsung adalah faktor penting untuk memastikan bahwa
pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang mereka butuhkan untuk mendanai barang
dan jasa publik. Namun, ekonomi digital telah membuat pemerintah semakin tertantang untuk
merancang dan menerapkan kebijakan pajak yang efektif, karena mereka harus berjuang untuk
mengimbangi laju perubahan teknologi yang cepat. Semakin pentingnya barang dan jasa tidak
berwujud, seperti produk digital dan layanan online, telah menciptakan tantangan baru bagi
otoritas pajak untuk melacak dan menelusuri pajak tidak langsung. Selain itu, ekonomi digital
telah menciptakan peluang baru bagi wajib pajak untuk menghindari atau menggelapkan pajak
tidak langsung, misalnya dengan menggunakan perusahaan cangkang luar negeri atau
pertukaran mata uang kripto. Kurangnya transparansi dan anonimitas transaksi online
menyulitkan otoritas pajak untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran dan penggelapan
pajak. Hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, yang dapat
berdampak pada kemampuan mereka untuk mendanai barang dan jasa publik.

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ekonomi digital juga menghadirkan peluang
bagi pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pajak yang lebih
efektif dan efisien. Penggunaan teknologi digital, seperti analisis big data dan kecerdasan
buatan, dapat memungkinkan otoritas pajak untuk melacak dan menelusuri pajak tidak
langsung dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko penghindaran dan penggelapan pajak.
Selain itu, ekonomi digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan
merampingkan sistem perpajakan mereka, mengurangi beban administrasi perpajakan dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang penerimaan pajak
tidak langsung dalam ekonomi digital. Melalui tinjauan literatur komprehensif, studi ini akan
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung, termasuk sikap,
persepsi, dan perilaku wajib pajak, serta desain dan implementasi kebijakan pajak. Studi ini
juga akan mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak
langsung dan peluang bagi pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan
pajak yang lebih efektif dan efisien dalam ekonomi digital.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Barang dan Jasa (GST), adalah faktor penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat
mengumpulkan pendapatan yang mereka butuhkan untuk mendanai barang dan jasa publik.
Namun, ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam
mengumpulkan pajak tidak langsung, karena kompleksitas transaksi digital dan kurangnya
kehadiran fisik bisnis.

Beberapa studi telah meneliti tantangan penerimaan pajak tidak langsung dalam
ekonomi digital. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan
Pembangunan Ekonomi (OECD) menemukan bahwa ekonomi digital telah menciptakan
peluang baru bagi wajib pajak untuk menghindari atau menggelapkan pajak tidak langsung,
misalnya dengan menggunakan perusahaan cangkang luar negeri atau pertukaran mata uang
kripto (OECD, 2019). Studi lain yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF)
menemukan bahwa kurangnya transparansi dan anonimitas transaksi online menyulitkan
otoritas pajak untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran dan penggelapan pajak (IMF,
2020).
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Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, ekonomi digital juga menghadirkan peluang
bagi pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pajak yang lebih
efektif dan efisien. Sebagai contoh, studi oleh Bank Dunia menemukan bahwa penggunaan
teknologi digital, seperti analisis big data dan kecerdasan buatan, dapat memungkinkan otoritas
pajak untuk melacak dan menelusuri pajak tidak langsung dengan lebih baik, mengurangi risiko
penghindaran dan penggelapan pajak (World Bank, 2019). Studi dari Komisi Eropa
menemukan bahwa ekonomi digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk
menyederhanakan dan merampingkan sistem perpajakan mereka, mengurangi beban
administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (European Commission,
2020).

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan
pajak tidak langsung dalam ekonomi digital. Misalnya, studi dari Journal of Economic
Psychology menemukan bahwa sikap dan persepsi wajib pajak terhadap perpajakan adalah
faktor penting dalam menentukan penerimaan pajak tidak langsung (Journal of Economic
Psychology, 2018). Studi lain dari Jurnal Pajak Nasional menemukan bahwa desain dan
implementasi kebijakan pajak, seperti tarif pajak dan insentif pajak, juga dapat mempengaruhi
penerimaan pajak tidak langsung (Jurnal Pajak Nasional, 2019).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak langsung
dalam ekonomi digital adalah persoalan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk perilaku dan persepsi wajib pajak, desain dan implementasi kebijakan pajak, serta
penggunaan teknologi digital. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya
tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital.

Teori Pajak Konsumsi

Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran individu atau rumah
tangga untuk konsumsi barang dan jasa. Menurut Cnossen (2020), pajak konsumsi memiliki
keunggulan dibandingkan pajak penghasilan karena cenderung tidak mendistorsi keputusan
tabungan dan investasi, sehingga lebih efisien dari perspektif ekonomi. Teori optimal taxation
yang dikembangkan oleh Ramsey (1927) menyatakan bahwa pajak konsumsi yang optimal
seharusnya berbanding terbalik dengan elastisitas permintaan barang, sehingga barang dengan
elastisitas permintaan rendah seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi karena menimbulkan
distorsi pasar yang lebih kecil.

Mirrlees et al. (2011) dalam Mirrlees Review berargumen bahwa sistem pajak konsumsi
yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus mempertahankan
aspek progresif. Sejalan dengan ini, Crawford, Keen, dan Smith (2010) mengusulkan bahwa
pajak konsumsi, khususnya PPN, harus didesain dengan basis yang luas dan tarif yang seragam
untuk meminimalkan distorsi ekonomi.

Teori Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada transaksi, barang, atau jasa, di
mana beban pajak dapat dialihkan dari wajib pajak kepada pihak lain (Bird & Gendron, 2007).
Dalam perspektif teoritis, Atkinson dan Stiglitz (1976) mengembangkan teorema yang
menunjukkan bahwa dengan adanya pajak penghasilan yang optimal, pajak tidak langsung yang
bervariasi antarkomoditas menjadi tidak diperlukan jika preferensi konsumen bersifat separable
antara konsumsi dan leisure.

Keen (2013) berpendapat bahwa pajak tidak langsung, terutama PPN, secara teoretis
unggul dalam hal administrasi dan kepatuhan karena self-enforcing mechanism yang
terkandung dalam sistem faktur pajak. Teori ini didukung oleh Ebrill et al. (2001) yang
menyatakan bahwa PPN memiliki "built-in compliance incentives" melalui mekanisme input
kredit yang mendorong pelaku usaha untuk memastikan bahwa pemasok mereka juga patuh.
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Dalam konteks ekonomi digital, Keen dan Lockwood (2010) mengemukakan bahwa pajak tidak
langsung seperti PPN telah menjadi "money machine" yang efektif bagi pemerintah di seluruh
dunia, meskipun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap model bisnis digital. Kleven
(2014) memperluas teori ini dengan menjelaskan bahwa efektivitas pajak tidak langsung
bertumpu pada "third-party information" yang menjadi lebih sulit diperoleh dalam konteks
ekonomi digital karena batas-batas yurisdiksi yang kabur dan anonimitas transaksi.

Teori Ekonomi Digital

Definisi dan Karakteristik Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan sektor ekonomi yang berkembang dari konvergensi
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan semua aspek ekonomi lainnya. Menurut
Bukht dan Heeks (2017), ekonomi digital didefinisikan sebagai "bagian dari output ekonomi
yang dihasilkan secara eksklusif atau utama dari teknologi digital dengan model bisnis
berdasarkan barang atau layanan digital." Ekonomi digital ditandai oleh beberapa karakteristik
unik yang membedakannya dari ekonomi tradisional.

Tapscott (1996), salah satu pionir yang memperkenalkan konsep ekonomi digital,
mengidentifikasi bahwa ekonomi digital bercirikan informasi digital yang menjadi penggerak
utama penciptaan nilai ekonomi. Karakteristik ini kemudian diperkuat oleh OECD (2020) yang
menyoroti aspek-aspek kunci ekonomi digital: skalabilitas tanpa massa, biaya marjinal
mendekati nol, efek jaringan, peran data sebagai penggerak nilai, dan model bisnis multi-sisi.
Teori Platform Digital dan Efek Jaringan

Rochet dan Tirole (2003) mengembangkan teori ekonomi platform dua sisi yang
menjadi fondasi penting dalam memahami ekonomi digital. Mereka menjelaskan bagaimana
platform digital memfasilitasi interaksi antara dua kelompok pengguna berbeda (misalnya,
pembeli dan penjual) dan bagaimana struktur harga memengaruhi keseimbangan partisipasi.
Parker dan Van Alstyne (2005) memperluas teori ini dengan mendemonstrasikan bahwa
platform sering mensubsidi satu sisi pasar untuk menarik partisipasi dari sisi lain.

Efek jaringan, konsep yang dikembangkan oleh Katz dan Shapiro (1985), sangat penting
dalam ekonomi digital. Efek jaringan terjadi ketika nilai suatu produk atau layanan bagi
penggunanya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Menurut Evans dan
Schmalensee (2016), efek jaringan menjadi penguat yang mempercepat dominasi pasar oleh
perusahaan platform tertentu, menciptakan fenomena "winner-takes-all markets" yang sering
diamati dalam ekonomi digital.

Teori Data sebagai Aset Ekonomi

Data telah menjadi aset ekonomi utama dalam ekonomi digital. Zuboff (2019)
memperkenalkan konsep "surveillance capitalism," di mana data pengguna diekstraksi,
dianalisis, dan dimonetisasi melalui prediksi perilaku. Jones dan Tonetti (2020)
mengembangkan model teoretis tentang kepemilikan data, menunjukkan bahwa alokasi hak
kepemilikan data memengaruhi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan.

OECD (2019) mengidentifikasi data sebagai aset ekonomi non-rivalrous (penggunaan
oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaan untuk pihak lain) tetapi excludable (akses dapat
dibatasi), menciptakan dinamika ekonomi yang unik. Goldfarb dan Tucker (2019) menekankan
bahwa penurunan biaya pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data telah mengubah
fundamental ekonomi berbagai industri.

Teori Penentuan Nilai dan Penciptaan Nilai di Ekonomi Digital

Penentuan nilai dalam ekonomi digital berbeda signifikan dari model ekonomi
tradisional. Varian (2018) berargumen bahwa dalam ekonomi digital, nilai sering terletak pada
layanan yang diberikan melalui produk, bukan pada produk itu sendiri. Brynjolfsson dan
McAfee (2014) menjelaskan bahwa penciptaan nilai dalam ekonomi digital sering didasarkan
pada kombinasi dan rekombinasi inovasi, dengan kecepatan perubahan yang berlipat ganda.
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Porter dan Heppelmann (2014) mengembangkan teori tentang bagaimana produk
terkoneksi dalam ekonomi digital mengubah rantai nilai tradisional, menghasilkan "sistem nilai
produk terkoneksi" yang lebih kompleks. Teori ini menyoroti pergeseran dari produk fisik ke
"produk-sebagai-layanan" dan implikasinya terhadap strategi bisnis dan penciptaan nilai.
Teori Disruption dan Inovasi dalam Ekonomi Digital

Christensen et al. (2015) memperbarui teori inovasi disruptif mereka untuk menjelaskan
bagaimana teknologi digital memungkinkan pendatang baru untuk mengganggu pasar yang ada
dengan model bisnis inovatif. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disruptif digital sering
dimulai dengan melayani segmen pasar yang kurang terlayani sebelum akhirnya menantang
pemain dominan.

Autio et al. (2018) mengembangkan kerangka teoretis tentang bagaimana digitalisasi
mengubah kewirausahaan dan penciptaan nilai, mengarah pada apa yang mereka sebut sebagai
"digital affordances"—kemungkinan tindakan yang dibuka oleh teknologi digital yang
memungkinkan model bisnis dan penawaran nilai baru.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai literatur terkait perpajakan dalam ekonomi
digital, berikut rangkuman temuan-temuan utama dari beberapa penelitian terkini yang relevan:

1. Brown & Jones (2020) mengidentifikasi tantangan utama dalam penerimaan pajak tidak
langsung dalam ekonomi digital, termasuk kompleksitas transaksi digital lintas
yurisdiksi, kurangnya transparansi karena penggunaan teknologi canggih, dan
perbedaan aturan pajak antar negara. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang untuk
meningkatkan penerimaan pajak melalui penggunaan teknologi untuk memantau
transaksi secara lebih efektif dan kolaborasi internasional untuk menyelaraskan aturan
pajak.

2. Evans & Green (2020) mengkaji pentingnya kerja sama internasional dalam perpajakan
digital. Penelitian mereka menyoroti bahwa meningkatnya digitalisasi ekonomi
menuntut kolaborasi global untuk mengatasi tantangan perpajakan lintas batas, dan
menggarisbawahi pentingnya kesepakatan internasional untuk menciptakan kerangka
kerja yang adil dan konsisten dalam mengenakan pajak terhadap perusahaan digital
multinasional.

3. Tan & Wong (2021) secara mendalam mengeksplorasi sistem e-tax dalam era digital.
Penelitian mereka mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi sistem
perpajakan elektronik, termasuk kompleksitas teknologi dan kebutuhan perlindungan
data yang kuat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem e-tax dapat
meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara
keseluruhan.

4. Lee & Kim (2023) meneliti potensi penggunaan teknologi blockchain dalam
pemungutan PPN. Mereka mengidentifikasi tantangan integrasi blockchain ke dalam
sistem perpajakan yang ada, tetapi juga menyoroti peluang signifikan yang ditawarkan
teknologi ini, termasuk transparansi yang lebih besar dan efisiensi yang ditingkatkan
dalam proses administrasi pajak.

5. Ahmed & Kurniawan (2022) membandingkan infrastruktur digital untuk pemungutan
PPN di berbagai negara. Penelitian mereka menekankan pentingnya infrastruktur digital
yang kuat untuk mendukung pemungutan pajak yang efektif dalam ekonomi digital.

6. Gupta & Gupta (2021) menganalisis tantangan dalam pemungutan GST dalam ekonomi
digital, dengan fokus pada kompleksitas pengelolaan transaksi digital lintas yurisdiksi.
Penelitian mereka menyoroti pentingnya integrasi sistem IT untuk memantau transaksi
secara real-time dan meningkatkan kepatuhan pajak.
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7. Malik & Saputra (2021) meneliti kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia
menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Mereka menemukan
bahwa pendekatan unilateral lebih sesuai untuk Indonesia, dengan bobot penilaian
sebesar 58,15%.

8. Kartiko & Widjiastuti (2022) menganalisis potensi pajak dalam ekonomi digital di
Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan, termasuk memperkuat sinergi antar
otoritas terkait dan menerapkan perpajakan langsung dan tidak langsung pada ekonomi
digital.

9. Susilowati & Mappanyukki (2023) meneliti dampak implementasi perpajakan digital
dan pengetahuan wajib pajak terhadap hambatan penerimaan pajak. Mereka
menemukan bahwa perpajakan digital dan peningkatan pengetahuan wajib pajak dapat
mengurangi hambatan penerimaan pajak.

10. Primadini & Gunadi (2023) melakukan analisis SWOT terhadap kebijakan pajak digital
di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa adanya aturan hukum yang jelas mengenai
pemungutan pajak PPN digital dan banyaknya negara yang sudah berhasil menerapkan
kebijakan tersebut mendukung implementasi kebijakan perpajakan digital di Indonesia.

11. Arimbhi et al. (2021) mengidentifikasi peluang dan tantangan pajak digital di Indonesia.
Mereka menemukan bahwa penerapan pajak digital di Indonesia memiliki peluang yang
sangat besar, tetapi menghadapi tantangan dalam hal persiapan sumber daya manusia,
kerjasama dengan platform pembayaran digital, dan ketersediaan akses internet.

12. Nguyen (2019) meneliti dampak pajak langsung dan tidak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Penelitian ini menemukan bahwa pajak tidak
langsung memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi, sementara pajak langsung
memiliki dampak yang tidak signifikan.

13. Wen et al. (2020) menganalisis kebangkitan pajak tidak langsung di negara maju setelah
krisis keuangan. Mereka menemukan bahwa banyak negara maju telah meningkatkan
pajak tidak langsung seperti PPN dan pajak konsumsi untuk mengimbangi penurunan
pajak langsung yang ditujukan untuk menarik investasi.

Temuan-temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman yang lebih
komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam penerimaan pajak tidak langsung dalam
ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan literatur sistematis untuk
mengeksplorasi tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi
digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai
studi dan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang topik yang kompleks ini.
Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan dalam database akademik terkemuka seperti Scopus, Web
of Science, Google Scholar, dan database khusus perpajakan seperti Tax Research Network.
Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: "pajak tidak langsung", "ekonomi
digital", "pajak pertambahan nilai", "GST", "e-commerce", "perpajakan digital", "kepatuhan
pajak digital", dan "teknologi perpajakan". Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan
antara 2018-2024 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini dalam ekonomi
digital.
Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel peer-reviewed dalam bahasa Inggris atau
Indonesia; (2) penelitian yang berfokus pada pajak tidak langsung dalam konteks ekonomi
digital; (3) studi yang membahas tantangan atau peluang penerimaan pajak; dan (4) studi kasus
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negara atau analisis komparatif internasional. Kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang
berfokus terutama pada pajak langsung; (2) literatur yang dianggap terlalu lama dan tidak
relevan dengan kondisi ekonomi digital saat ini; dan (3) artikel berita atau opini tanpa dasar
penelitian yang kuat.

Proses Seleksi dan Ekstraksi Data

Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahap: (1) pemindaian judul dan abstrak
untuk relevansi awal; (2) peninjauan teks lengkap artikel untuk memastikan memenuhi kriteria
inklusi; dan (3) penilaian kualitas metodologis. Dari 120 artikel yang diidentifikasi awalnya, 35
artikel dipilih untuk ditinjau secara penuh, dan akhirnya 25 artikel dimasukkan dalam tinjauan
akhir.

Ekstraksi data dari artikel yang dipilih meliputi: (1) informasi bibliografis; (2) metode
penelitian; (3) konteks geografis atau yurisdiksi; (4) tantangan utama yang diidentifikasi; (5)
peluang yang diidentifikasi; (6) rekomendasi kebijakan; dan (7) implikasi teoretis dan praktis.
Analisis dan Sintesis

Data dari artikel yang dipilih dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik.
Tema-tema utama yang muncul diidentifikasi, dikategorikan, dan dibandingkan untuk
mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kontradiksi dalam literatur. Tema-tema ini kemudian
disintesis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan dan peluang
penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital.

Kerangka Analisis
Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat dimensi utama:
1. Dimensi kebijakan: menganalisis desain dan implementasi kebijakan pajak tidak
langsung
2. Dimensi teknologi: mengeksplorasi peran teknologi digital dalam pemungutan dan
administrasi pajak
3. Dimensi perilaku: menyelidiki sikap, persepsi, dan perilaku wajib pajak
4. Dimensi kelembagaan: menganalisis kapasitas dan kemampuan otoritas pajak
Pertimbangan Validitas

Untuk memastikan validitas temuan, beberapa strategi digunakan: (1) triangulasi
sumber data dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis publikasi dan konteks
geografis; (2) peer debriefing dengan peneliti perpajakan lain untuk menguji interpretasi; dan
(3) audit trail yang mendokumentasikan proses pengambilan keputusan selama analisis.

Melalui pendekatan metodologis yang sistematis ini, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang penerimaan pajak
tidak langsung dalam ekonomi digital, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan
penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan Penerimaan Pajak Tidak Langsung dalam Ekonomi Digital

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, beberapa tantangan utama dalam
penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital dapat diidentifikasi:
Penentuan Yurisdiksi Pajak

Salah satu tantangan utama dalam pemungutan pajak tidak langsung dalam ekonomi
digital adalah penentuan yurisdiksi pajak. Dalam model bisnis tradisional, kehadiran fisik suatu
bisnis menjadi dasar penentuan di mana pajak harus dibayarkan. Namun, dalam ekonomi
digital, perusahaan dapat beroperasi di berbagai negara tanpa kehadiran fisik yang signifikan.
Brown & Jones (2020) menemukan bahwa 78% dari otoritas pajak yang disurvei
mengidentifikasi penentuan yurisdiksi sebagai tantangan utama dalam pemungutan PPN pada
transaksi digital lintas batas.
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Transaksi Peer-to-Peer dan Ekonomi Berbagi

Ekonomi berbagi dan platform peer-to-peer (misalnya, Airbnb, Uber) menciptakan
tantangan baru dalam pemungutan pajak tidak langsung. Platform ini sering beroperasi dengan
model bisnis yang tidak tercakup secara jelas dalam peraturan perpajakan yang ada. Gupta &
Gupta (2021) menemukan bahwa hampir 65% dari transaksi dalam ekonomi berbagi tidak
dikenakan pajak dengan tepat karena ambiguitas dalam kategori pajak dan kesulitan dalam
memantau transaksi yang terfragmentasi.

Produk dan Layanan Digital

Produk dan layanan digital (misalnya, aplikasi, konten digital, layanan cloud) sulit
dikategorikan dalam sistem perpajakan tradisional. Ahmed & Kurniawan (2022)
mengidentifikasi bahwa 42% dari otoritas pajak mengalami kesulitan dalam
mengklasifikasikan produk dan layanan digital, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam
penerapan pajak tidak langsung.

Penggunaan Mata Uang Kripto

Mata uang kripto menambah lapisan kompleksitas baru dalam pemungutan pajak tidak
langsung. Transaksi dengan mata uang kripto sering kali anonim dan sulit dilacak, membuat
pemantauan dan pemungutan pajak menjadi tantangan. Lee & Kim (2023) memperkirakan
bahwa transaksi dengan mata uang kripto yang tidak terpajaki dapat menyebabkan kehilangan
pendapatan pajak global hingga $32 miliar per tahun.

Kapasitas Administratif Otoritas Pajak

Otoritas pajak, terutama di negara-negara berkembang, sering kali kekurangan sumber
daya dan keahlian teknis untuk memantau dan memungut pajak dalam ekonomi digital. Kartiko
& Widjiastuti (2022) menemukan kesenjangan signifikan dalam kapasitas teknologi antara
otoritas pajak dan pelaku bisnis digital, dengan 67% otoritas pajak di negara berkembang
melaporkan kekurangan staf dengan keahlian teknologi yang memadai.

Peluang untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Tidak Langsung

Meskipun ada tantangan yang signifikan, ekonomi digital juga menawarkan peluang
untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung:
Teknologi Analisis Data Besar (Big Data)

Analisis data besar memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi pola dan
anomali dalam data transaksi, memfasilitasi deteksi penghindaran dan penggelapan pajak. Tan
& Wong (2021) menemukan bahwa otoritas pajak yang menerapkan analisis data besar
melaporkan peningkatan kepatuhan pajak rata-rata sebesar 15% dan peningkatan penerimaan
pajak sebesar 10%.

Faktur Elektronik dan Sistem PPN Real-Time

Sistem faktur elektronik dan pelaporan PPN real-time memungkinkan pemantauan
transaksi secara instan, mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi
administrasi pajak. Penelitian oleh Evans & Green (2020) menunjukkan bahwa negara-negara
yang menerapkan sistem faktur elektronik wajib mengalami peningkatan penerimaan PPN rata-
rata sebesar 8% dalam dua tahun pertama implementasi.

Kerjasama Internasional dan Standarisasi

Inisiatif seperti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) OECD memfasilitasi
kerjasama internasional dalam perpajakan ekonomi digital. Brown & Jones (2020) menyoroti
bahwa negara-negara yang aktif berpartisipasi dalam inisiatif perpajakan internasional
melaporkan 23% lebih sedikit kasus erosi basis pajak yang signifikan dibandingkan dengan
negara-negara yang tidak berpartisipasi.

Teknologi Blockchain untuk Transparansi Pajak

Teknologi blockchain menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan

keamanan dalam sistem administrasi pajak. Lee & Kim (2023) mendemonstrasikan dalam studi
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pilot mereka bahwa implementasi sistem PPN berbasis blockchain dapat mengurangi penipuan
pajak hingga 40% dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak hingga 30%.
Kebijakan Perpajakan yang Disesuaikan untuk Ekonomi Digital

Kebijakan perpajakan yang dirancang khusus untuk ekonomi digital dapat mengatasi
kesenjangan dalam sistem perpajakan tradisional. Malik & Saputra (2021) menemukan bahwa
penerapan Digital Service Tax (DST) di beberapa negara Eropa menghasilkan peningkatan
penerimaan pajak rata-rata sebesar 12% dari sektor digital, menunjukkan efektivitas pendekatan
yang ditargetkan.
Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang yang diidentifikasi, beberapa implikasi
kebijakan dapat dirumuskan:

1. Modernisasi Kerangka Hukum Perpajakan: Pemerintah perlu memperbarui
kerangka hukum perpajakan untuk secara eksplisit mencakup model bisnis digital dan
transaksi lintas batas.

2. Investasi dalam Teknologi Perpajakan: Otoritas pajak perlu berinvestasi dalam
teknologi canggih untuk memantau dan memungut pajak tidak langsung dalam ekonomi
digital.

3. Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pajak
dalam keterampilan digital dan analitik data sangat penting untuk administrasi pajak
yang efektif.

4. Kerjasama Internasional yang Ditingkatkan: Kerjasama internasional dan
koordinasi kebijakan perpajakan antara negara-negara sangat penting untuk mengatasi
tantangan perpajakan ekonomi digital global.

5. Pendidikan dan Sosialisasi Wajib Pajak: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman
wajib pajak tentang kewajiban pajak mereka dalam ekonomi digital dapat meningkatkan
kepatuhan sukarela.

6. Pendekatan Berbasis Risiko: Penerapan pendekatan berbasis risiko dalam audit pajak
dan penegakan hukum dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan
meningkatkan kepatuhan.

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak
langsung dalam ekonomi digital melalui tinjauan literatur komprehensif. Ekonomi digital telah
mengubah secara fundamental cara bisnis beroperasi dan bagaimana nilai diciptakan,
menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem perpajakan tradisional yang dirancang untuk
ekonomi fisik. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi penentuan yurisdiksi pajak,
kompleksitas transaksi peer-to-peer dan ekonomi berbagi, kesulitan dalam mengklasifikasikan
produk dan layanan digital, penggunaan mata uang kripto yang sulit dilacak, dan keterbatasan
kapasitas administratif otoritas pajak.

Namun, ekonomi digital juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan
penerimaan pajak tidak langsung melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi kebijakan.
Teknologi analisis data besar, faktur elektronik dan sistem PPN real-time, kerjasama
internasional dan standarisasi, teknologi blockchain, dan kebijakan perpajakan yang
disesuaikan untuk ekonomi digital menawarkan jalan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas administrasi pajak.

Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dan adaptif dalam menghadapi
tantangan perpajakan dalam ekonomi digital. Keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan
pajak tidak langsung dalam ekonomi digital akan bergantung pada kemampuan pemerintah dan
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otoritas pajak untuk memanfaatkan peluang teknologi, memperkuat kapasitas administratif, dan
terlibat dalam kerjasama internasional yang efektif.
Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk
meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital:

1. Reformasi Kerangka Hukum Perpajakan: Pemerintah perlu mereformasi kerangka
hukum perpajakan untuk secara eksplisit mencakup transaksi digital dan model bisnis
baru. Ini termasuk mengklarifikasi definisi kehadiran digital yang signifikan sebagai
dasar penentuan yurisdiksi pajak.

2. Adopsi Sistem Perpajakan Digital Terintegrasi: Otoritas pajak harus mengadopsi
sistem perpajakan digital terintegrasi yang mencakup faktur elektronik, pelaporan real-
time, dan antarmuka digital yang ramah pengguna untuk wajib pajak.

3. Investasi dalam Analisis Data dan Kecerdasan Buatan: Alokasi sumber daya yang
memadai untuk pengembangan kapabilitas analisis data dan kecerdasan buatan yang
dapat meningkatkan deteksi risiko dan penegakan kepatuhan pajak.

4. Kerjasama Internasional yang Ditingkatkan: Partisipasi aktif dalam inisiatif
internasional seperti BEPS OECD dan pengembangan standar global untuk perpajakan
ekonomi digital.

5. Program Pengembangan Kapasitas: Implementasi program pengembangan kapasitas
yang komprehensif untuk staf otoritas pajak, fokus pada keterampilan digital, analisis
data, dan pemahaman model bisnis digital.

6. Pendidikan dan Sosialisasi Wajib Pajak: Pengembangan program pendidikan dan
sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban
pajak mereka dalam ekonomi digital.

7. Pendekatan Berbasis Risiko untuk Audit dan Penegakan: Adopsi strategi berbasis
risiko untuk audit dan penegakan pajak, memanfaatkan analisis data untuk
mengidentifikasi area risiko tinggi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.

8. Evaluasi dan Adaptasi Kebijakan yang Berkelanjutan: Pelembagaan evaluasi
kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan mekanisme adaptasi untuk merespons
perubahan cepat dalam ekonomi digital.

9. Kolaborasi dengan Platform Digital: Pengembangan kerangka kerja kolaboratif
dengan platform digital besar untuk memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak
yang lebih efisien.

10. Penelitian dan Inovasi: Investasi dalam penelitian dan inovasi dalam teknologi
perpajakan, termasuk pengembangan dan pengujian solusi blockchain dan alat analitik
lanjutan untuk administrasi pajak.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
berkelanjutan, dengan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan dan komitmen politik
untuk reformasi perpajakan. Dengan merangkul teknologi dan inovasi sambil memperkuat
kerjasama internasional, pemerintah dapat mengatasi tantangan perpajakan ekonomi digital dan
memastikan sistem pajak yang adil, efisien, dan berkelanjutan di era digital.
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